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Protokoler, Keprotokolan protokoler melalui wawancara mendalam, observasi,
Daerah, Manajemen SDM, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan
Komunikasi Pimpinan, bahwa kompetensi teknis, manajerial, dan sosial-
Pemerintahan Daerah kultural yang dibutuhkan belum sepenuhnya dimiliki

oleh para aparatur. Permasalahan yang ditemukan
meliputi ketidaktepatan tata tempat, ketidaksiapan
dalam tata upacara, kurangnya koordinasi dalam
pengaturan kunjungan, dan rendahnya partisipasi
dalam pelatihan teknis. Faktor-faktor seperti
keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran
turut  memperburuk kondisi. Oleh karena itu,
dibutuhkan intervensi kebijakan yang sistematis
untuk meningkatkan kapasitas protokoler baik dari
aspek sumber daya manusia maupun dukungan
struktural. Rekomendasi utama meliputi peningkatan
pelatihan, penambahan personil, serta penguatan
manajemen dan evaluasi kinerja keprotokolan.

PENDAHULUAN

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa
merupakan bagian integral dalam mendukung aktivitas pemerintahan daerah, khususnya dalam
penyelenggaraan kegiatan resmi dan kenegaraan yang melibatkan pimpinan daerah. Sesuai
dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 serta Permendagri Nomor 16 Tahun
2014, keberadaan dan peran bagian ini menjadi sangat krusial dalam menjaga citra dan martabat
institusi pemerintahan melalui tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan yang tertib dan
professional (Fujimori et al., 2020; Korman & Crescenzi, 2022; Wang, 2020).

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tugas keprotokolan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Minahasa masih menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan. Salah satu
persoalan mendasar adalah rendahnya kompetensi teknis dan manajerial yang dimiliki oleh aparat
protokol. Banyaknya kejadian salah penempatan posisi duduk pimpinan, ketidakteraturan dalam
susunan upacara, hingga miskomunikasi dalam pengaturan kunjungan, menandakan masih
lemahnya pemahaman terhadap aturan keprotokolan yang berlaku (Bogar, 2018; Wong, 2021a;
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Selain dari segi kompetensi teknis, aspek manajerial dan sosial-kultural juga menjadi
tantangan tersendiri. Kompetensi manajerial diperlukan untuk merencanakan, mengorganisasi,
serta mengevaluasi pelaksanaan protokol secara menyeluruh. Sedangkan kompetensi sosial-
kultural dibutuhkan dalam berinteraksi dengan berbagai pihak dari latar belakang sosial dan
budaya yang berbeda, terutama dalam konteks acara resmi yang menghadirkan pejabat nasional
maupun internasional. Ketidaksiapan dalam aspek ini dapat berdampak langsung terhadap
reputasi institusi pemerintah daerah (Bulo et al., 2016; Chopra et al., 2020; Mosier & Fischer,
2023).

Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya pelatihan dan pengembangan sumber daya
manusia di bagian protokoler. Dari data yang diperoleh, hanya satu dari 13 personil protokoler
yang pernah mengikuti pelatihan keprotokolan. Kurangnya investasi dalam pengembangan
kapasitas aparatur ini mengakibatkan rendahnya profesionalisme dan efektivitas pelayanan
protokoler. Padahal, dalam Undang-Undang ASN No. 5 Tahun 2014, pengembangan kompetensi
merupakan bagian penting dari pembangunan birokrasi yang professional (Kozub, 2021a;
Mancas, 2021; Rantung, 2022).

Masalah lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan jumlah personil dan beban kerja
yang berlebih. Agenda pimpinan daerah yang padat tidak sebanding dengan kapasitas tim
protokol yang tersedia. Situasi ini tidak hanya berdampak pada kinerja internal, tetapi juga
mengganggu kelancaran dan kualitas penyelenggaraan acara resmi pemerintah. Beban kerja yang
tinggi tanpa dukungan sumber daya yang memadai akan menurunkan efektivitas organisasi dalam
jangka Panjang (Bahasoan et al., 2019; Berkowitz et al., 2024).

Di sisi lain, peran strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebenarnya dapat
menjadi etalase pelayanan publik yang merepresentasikan kualitas tata kelola pemerintahan
daerah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap personil yang terlibat memiliki
kompetensi yang sesuai dan diperkuat dengan sistem manajemen berbasis kinerja. Keterpaduan
antara kebijakan, pelatihan, dan evaluasi akan membentuk fondasi yang kuat bagi peningkatan
kapasitas institusional keprotokolan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara
mendalam kompetensi protokoler pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat
Daerah Kabupaten Minahasa, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang
memengaruhinya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi
Pemerintah Daerah untuk melakukan pembenahan sistem keprotokolan yang lebih efektif dan
profesional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, yang
bertujuan untuk memahami dan menggali makna dari pengalaman langsung para aparatur
protokol dalam menjalankan tugas keprotokoleran. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin
menangkap persepsi, refleksi, dan pemaknaan subjektif dari individu-individu yang terlibat
secara langsung dalam aktivitas protokoler, bukan sekadar mengukur seberapa baik atau buruk
kompetensi mereka secara kuantitatif. Fokus utama dari penelitian fenomenologi adalah untuk
memahami esensi dari suatu fenomena berdasarkan pengalaman hidup subjek penelitian, dalam
hal ini adalah staf dan pimpinan bagian protocol (Blair et al., 2024; Simpson et al., 2024; Sinfield
et al., 2025).

Lokasi penelitian ditetapkan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat
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Daerah Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Lokasi ini dipilih secara purposif karena di sinilah

fenomena kurangnya kompetensi protokoler terjadi dan menjadi persoalan yang berdampak

langsung terhadap kualitas pelayanan pemerintahan. Subjek penelitian terdiri dari pejabat

struktural, staf protokoler, serta pihak terkait seperti pimpinan daerah yang secara langsung
merasakan dampak dari pelaksanaan tugas keprotokolan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (in-
depth interview), observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan terhadap
para aparatur protokol yang memiliki peran langsung dalam kegiatan keprotokolan untuk
mendapatkan data mengenai pemahaman, pengalaman, kendala, dan upaya yang telah dilakukan.
Observasi dilakukan dengan mengikuti langsung kegiatan keprotokolan, sehingga peneliti dapat
mencatat situasi, perilaku, dan praktik nyata di lapangan. Selain itu, dokumen-dokumen resmi
seperti Peraturan Bupati, Permendagri, serta laporan kegiatan protokol turut dianalisis sebagai
data sekunder untuk memperkuat temuan (Nazzal et al., 2022; Nygérd et al., 2025).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sesuai dengan karakteristik
metode kualitatif. Peneliti bertindak sebagai alat pengumpul data yang sensitif dan mampu
menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial di lapangan. Untuk menjaga validitas data, dilakukan
triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan
dokumen tertulis. Selain itu, dilakukan member check untuk mengkonfirmasi kembali interpretasi
peneliti kepada informan guna memastikan akurasi makna (Brooke et al., 2025; Tsirimokou et al.,
2024).

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan, sebagaimana diuraikan oleh Miles dan Huberman. Data yang telah
dikumpulkan dikoding secara manual dan dikelompokkan ke dalam tema-tema seperti
kompetensi teknis, manajerial, sosial-kultural, serta kendala struktural. Proses analisis dilakukan
secara iteratif, dimana peneliti senantiasa kembali ke lapangan untuk memperdalam pemahaman
atas temuan-temuan awal. Dengan cara ini, hasil yang diperoleh diharapkan mampu memberikan
gambaran mendalam mengenai realitas kompetensi protokoler di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Minahasa (Ajjawi et al., 2024; Gonella et al., 2023; Robstad & Fegran, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kompetensi Teknis Protokoler

Kompetensi teknis adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap aparatur
protokoler dalam menjalankan tugas. Dalam konteks Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setda Minahasa, aspek ini masih menjadi tantangan. Banyak kegiatan resmi yang tidak terlaksana
secara sempurna karena kurangnya penguasaan teknis, seperti kesalahan dalam menyusun
susunan acara, pemilihan tata tempat yang kurang tepat, serta kesalahan tata penghormatan
(Budai et al., 2023; Yun et al., 2024).

Kurangnya pelatihan teknis merupakan penyebab utama lemahnya kompetensi ini. Data
menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai belum pernah mengikuti pelatihan keprotokolan
yang diselenggarakan oleh instansi pusat atau provinsi. Padahal, tugas protokol sangat spesifik
dan tidak cukup hanya dipelajari secara otodidak atau melalui pengalaman di lapangan.

Kesalahan dalam teknis protokol, seperti salah menyebutkan jabatan atau tidak
menyiapkan perangkat pendukung seperti naskah sambutan dan rundown acara, mencerminkan
rendahnya kesiapan teknis. Hal ini tidak hanya mengganggu jalannya acara, tetapi juga dapat
menurunkan wibawa pimpinan daerah yang sedang menjalankan tugas pemerintahan. Kelemahan
lainnya adalah minimnya pengetahuan terkait aturan-aturan keprotokolan formal yang tertuang
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dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Ketidaktahuan akan aturan
formal menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan acara kenegaraan.

Masalah kompetensi teknis ini juga berdampak pada kecepatan dan ketepatan kerja.
Dalam kegiatan dadakan atau yang berubah jadwal secara cepat, protokoler sering kali tidak
mampu menyesuaikan diri karena tidak memiliki perencanaan teknis yang matang (Pinto et al.,
2024; Yuan et al., 2020). Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan penguatan kapasitas melalui
pelatihan teknis rutin dan pendampingan dari praktisi senior. Penyusunan pedoman teknis
keprotokolan yang bersifat lokal juga bisa menjadi solusi agar personel memiliki acuan kerja
yang jelas (Christensen & Forato, 2022; Wong, 2021b).

Investasi pada peningkatan kompetensi teknis akan memberikan efek jangka panjang
yang signifikan. Aparatur protokoler yang cakap secara teknis akan menjamin bahwa setiap
kegiatan pemerintahan berjalan dengan lancar, tertib, dan professional (Cecilione et al., 2021;
Kozub, 2021b; Morte-Nadal & Esteban-Navarro, 2022).

Kompetensi Manajerial dan Kedisiplinan Kerja

Kompetensi manajerial sangat dibutuhkan dalam mengatur keseluruhan pelaksanaan
kegiatan protokol. Namun, penelitian ini menemukan bahwa manajemen kegiatan, alur kerja, dan
pengambilan keputusan dalam tim protokoler masih lemah dan belum terstruktur dengan baik.
Banyak kegiatan tidak direncanakan dengan matang sehingga pelaksanaannya menjadi tidak
optimal (Kezaabu et al., 2024; Xiang & Chen, 2024).

Ketidakteraturan dalam pembagian tugas menyebabkan ketidakefektifan tim. Beberapa
personel memiliki beban kerja berlebih sementara yang lain tidak terlibat secara maksimal. Hal
ini menunjukkan belum adanya manajemen kerja berbasis analisis tugas dan kebutuhan sumber
daya manusia yang akurat. Kedisiplinan kerja pun menjadi isu penting dalam pelaksanaan
protokol. Masih ditemukan personel yang datang terlambat atau kurang memahami tanggung
jawabnya. Kedisiplinan bukan hanya soal kehadiran, tetapi juga tentang ketepatan waktu dalam
eksekusi kegiatan serta ketaatan terhadap prosedur.

Dalam kegiatan protokoler yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan, kompetensi
manajerial menjadi sangat penting untuk menjaga agar seluruh bagian bekerja selaras. Tanpa
adanya peran manajerial yang kuat, risiko kesalahan semakin tinggi, terutama saat menghadapi
kegiatan mendadak atau berskala besar. Peneliti mencatat bahwa kepala bagian belum
sepenuhnya menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan. Akibatnya, setiap personel cenderung
bekerja berdasarkan kebiasaan, bukan prosedur baku. Ketidakterpaduan ini menjadi hambatan
serius dalam membangun kerja tim yang solid.

Diperlukan penyusunan struktur kerja dan job description yang rinci, termasuk
mekanisme monitoring dan evaluasi secara periodik. Pendekatan ini akan membantu
meningkatkan tanggung jawab dan profesionalisme aparatur.Kompetensi manajerial yang baik,
jika diterapkan secara konsisten, akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih tertib, produktif,
dan adaptif terhadap dinamika tugas pimpinan serta ekspektasi public (Khan et al., 2023; Vifladt
et al., 2023).

Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Kehormatan

Tata tempat, tata upacara, dan tata kehormatan merupakan inti dari kegiatan protokoler.
Ketiga aspek ini merupakan simbol dari penghormatan dan legitimasi struktural terhadap jabatan
serta peristiwa kenegaraan. Sayangnya, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan masih sering
melakukan kesalahan dalam pelaksanaannya.

Kesalahan umum yang ditemukan adalah dalam pengaturan posisi duduk tamu, peletakan
podium, serta pengurutan acara yang tidak sesuai standar keprotokolan. Kesalahan ini bukan
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hanya bersifat teknis, tetapi dapat menyinggung harga diri tamu undangan dan mencoreng citra

pemerintah daerah. Tata upacara sering kali tidak memiliki panduan tertulis atau petugas yang

khusus bertanggung jawab sebagai pengarah upacara. Padahal, setiap upacara formal
membutuhkan sistem kendali agar seluruh rangkaian berjalan sesuai dengan norma dan aturan.

Kurangnya pemahaman tentang tata kehormatan, seperti pemberian penghormatan
terhadap pejabat yang hadir atau prosesi penyambutan, menunjukkan bahwa banyak staf belum
dilengkapi dengan pengetahuan dasar keprotokolan secara menyeluruh. Hal ini diperparah
dengan tidak adanya gladi bersih sebelum kegiatan. Tanpa simulasi atau latihan, risiko kekacauan
teknis meningkat. Acara resmi membutuhkan kesiapan maksimal agar tidak terjadi kesalahan
kecil yang berdampak besar.Kebutuhan terhadap dokumen standar, seperti SOP tata tempat dan
urutan acara, sangat mendesak untuk disusun. Dokumen ini harus mudah diakses dan digunakan
sebagai acuan wajib dalam setiap kegiatan.

Kapasitas teknis ini seharusnya menjadi perhatian dalam perekrutan dan pelatihan staf
baru. Standar kompetensi harus ditetapkan agar setiap personel memiliki pemahaman dan
keterampilan dasar sebelum menjalankan tugas. Penataan tata tempat dan tata upacara yang baik
mencerminkan kesiapan dan profesionalitas institusi. Oleh karena itu, perhatian terhadap aspek
ini menjadi investasi penting bagi citra birokrasi yang modern dan tertib (Hooper et al., 2024;
Hucko, 2023; Nkundabanyanga et al., 2024).

Koordinasi Kegiatan dan Sinergi Lintas Instansi

Koordinasi merupakan unsur krusial dalam pelaksanaan tugas protokoler, terutama karena
kegiatan pimpinan daerah kerap melibatkan banyak pihak lintas instansi. Namun, penelitian
menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi belum berjalan optimal, baik internal maupun
eksternal. Masih sering terjadi miskomunikasi antara bagian protokol dengan instansi
penyelenggara, seperti ketidaksesuaian waktu, lokasi, atau susunan kegiatan. Hal ini
menunjukkan kurangnya mekanisme koordinasi yang formal dan tertulis.

Ketidakhadiran staf protokol dalam rapat koordinasi juga menyebabkan mereka tidak
memiliki informasi yang cukup untuk mempersiapkan acara secara maksimal. Koordinasi yang
lemah juga menyebabkan personel tidak dapat menyampaikan kebutuhan teknis ke pihak
penyelenggara secara efektif. Kurangnya sistem informasi atau aplikasi koordinasi menjadi
kendala utama. Semua koordinasi masih dilakukan secara manual melalui pesan singkat atau
telepon, yang tidak cukup andal untuk menangani acara berskala besar atau mendadak.

Diperlukan sebuah platform komunikasi internal yang memungkinkan pembaruan
informasi secara real-time dan terdokumentasi. Selain itu, perlu ditunjuk satu koordinator utama
yang bertanggung jawab dalam setiap kegiatan untuk menghindari tumpang tindih instruksi.
Kolaborasi juga harus dibangun secara kelembagaan, bukan hanya secara personal. Artinya,
setiap instansi harus memiliki protokol kerja sama formal dalam bentuk nota dinas atau pedoman
kerja bersama.

Koordinasi yang baik tidak hanya menjamin kelancaran teknis acara, tetapi juga
membangun kepercayaan antar instansi. Kepercayaan ini penting untuk menunjang kerja sama
lintas sektor yang menjadi kebutuhan utama birokrasi modern.

Strategi Penguatan Kelembagaan Protokoler

Permasalahan kompetensi protokoler tidak bisa diselesaikan hanya pada level individu.
Diperlukan penguatan kelembagaan yang menyeluruh, termasuk dalam aspek struktural,
anggaran, dan sistem kerja. Tanpa dukungan kelembagaan yang kuat, upaya peningkatan
kompetensi tidak akan berkelanjutan. Struktur organisasi bagian protokol saat ini belum
mencerminkan beban kerja yang diemban. Rasio jumlah personel dengan frekuensi kegiatan
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pimpinan sangat timpang, menyebabkan kerja tim menjadi tidak efisien dan berisiko tinggi
terhadap kelelahan kerja.

Ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) yang baku menjadikan setiap staf bekerja
berdasarkan kebiasaan, bukan sistem. Hal ini membuka peluang terjadinya kesalahan berulang
dan menghambat proses pembelajaran organisasi.Anggaran yang tersedia pun belum memadai
untuk pengembangan kapasitas, seperti pelatihan, bimbingan teknis, atau pengadaan
perlengkapan kerja. Padahal, protokol membutuhkan dukungan logistik dan perangkat
komunikasi yang baik untuk menjalankan tugas secara efektif.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah penyusunan roadmap penguatan
keprotokolan daerah. Roadmap ini harus mencakup program jangka pendek seperti pelatihan
internal, hingga program jangka panjang seperti sertifikasi profesi protokol dan benchmarking ke
daerah lain. Diperlukan juga unit evaluasi dan kontrol internal untuk memantau kinerja bagian
protokol secara periodik. Evaluasi ini harus berbasis indikator objektif yang mengukur kesiapan
teknis, kepuasan pimpinan, dan tingkat kesalahan pelaksanaan.

Terakhir, dukungan dari pimpinan daerah menjadi kunci utama. Tanpa komitmen politik
dan administratif dari pimpinan, penguatan kelembagaan tidak akan berjalan efektif. Protokol
harus dilihat sebagai bagian strategis dari representasi birokrasi modern, bukan sekadar petugas
teknis acara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi protokoler pada Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa masih berada pada tingkat yang
belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai kesalahan teknis yang terjadi dalam
pelaksanaan kegiatan resmi seperti kesalahan tata tempat, ketidakteraturan susunan upacara,
hingga miskomunikasi dalam koordinasi kunjungan. Minimnya pelatthan dan penguasaan
substansi keprotokolan menjadi faktor utama lemahnya kapasitas teknis aparatur protokoler.

Selain itu, kompetensi manajerial aparatur juga masih perlu ditingkatkan. Kemampuan
dalam merencanakan kegiatan, mengatur sumber daya, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
masih rendah. Hal ini berdampak pada lemahnya efektivitas penyelenggaraan acara dan
ketidakmampuan dalam mengantisipasi risiko operasional. Ketiadaan sistem kerja yang
terstruktur menyebabkan kegiatan protokoler berjalan tidak konsisten dan berpotensi menurunkan
citra institusi pemerintah daerah.

Koordinasi antarinstansi, baik internal maupun eksternal, juga menjadi salah satu
tantangan besar. Banyak kegiatan terganggu karena kurangnya komunikasi awal dan minimnya
pembagian tugas yang jelas antar pelaksana. Kesalahan teknis seperti keterlambatan jadwal, salah
lokasi kunjungan, dan miskomunikasi dalam penyambutan tamu menjadi indikasi lemahnya
sinergi lintas sektor. Ini menunjukkan pentingnya membangun sistem komunikasi yang lebih
terintegrasi dan berbasis teknologi.

Faktor struktural dan anggaran turut memengaruhi kualitas kinerja bagian protokol.
Jumlah personil yang terbatas, beban kerja yang tinggi, serta minimnya fasilitas dan dukungan
logistik menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan tugas keprotokolan secara profesional.
Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, aparatur protokoler tidak dapat menjalankan
perannya dengan maksimal meskipun memiliki semangat dan tanggung jawab kerja yang tinggi.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa
mengambil langkah strategis melalui: (1) peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis
dan manajerial secara berkelanjutan; (2) penambahan tenaga protokoler sesuai dengan beban
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kerja aktual; (3) penyusunan dan penerapan SOP keprotokolan yang baku dan terstandarisasi; (4)

penguatan sistem koordinasi melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan (5) peningkatan

anggaran operasional untuk mendukung kebutuhan teknis dan logistik kegiatan protokoler.

Dengan demikian, diharapkan kualitas layanan keprotokolan akan meningkat dan mampu
mendukung kinerja pemerintah daerah secara profesional dan bermartabat.
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